
Menimbang

SALINAN

BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TEJ{GAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TX'NGGALA
NOiiOR 7 TAHUN 2O'4

TENTAIiIG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELATJA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAII RAHUAT TUHAN YANG [A}IA ESA

BUPATI DONGGALA-

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20'14 teniang
Pemerinlahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 lentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ter ang Pemerinlahan Daerah,
Kepala Daerah menga.iukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapalan Belanja Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untk memperoleh
persetuiuan bersama;

c. bahwa Ranc€ngan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah yar€ diaiukan merupakan
perwujudan dari rencana kerta Pemerintah Daerah Tahun
2015, sehingga perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah
yang dijaba.kan dalam kebijakan umum Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon
Anggaran yang telah disepakati bersama antara
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Mengingat : 1.

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada

tanggal 21 Juli Tahun 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Donggala tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala
Tahun Anggaran 2015;

Pasal 18 ayat (6) Parubahan Kedua Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah-dasrah Tingkat ll di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor '12 Tahun 1985 tentang Paiak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

R€publik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

UndangFundang Nomor 21 Tahun 1997 tenlang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RePublik

lndonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomot 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

3.

4.
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Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran N€ara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 'l Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomof 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Oewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043) :

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paiak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2009 Nomor'130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234].:

'14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang
Pemindahan lbu Kola Daerah Kabupaten Donggala dari
Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamalan
Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3780);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepal€
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028):
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentano
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dai
Anggola Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir
dengan Pe.aturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
RepubUk Indonesia Nomor 4212):

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

21. Peraturan Pemsrintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneia Nomor 4575);

22. Peraluran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan alas peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pen€rapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerinlahan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

26. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemednlah
(Lembaran Nsgara Rspublik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 4614);

27. Peraluran Pemeriniah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesaa Nomor 4738);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Polilik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972\:

29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akunlansi Pemerintahan (Lembaran Negara
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Republik lndonesia Tahun 20i0 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5165);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4g Tahun
2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Donggala (Lembaran Dasrah KabuDaten
Donggala Tahun 2007 Nomor 48):

32. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten Oonggala (Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2OOB Nomor 3.
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor
3):

33. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekrelariat Dewan perwakilan Rakyat
Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupalen Donggala
(Lembaran Oaerah Kabupaten Donggala Tahun 2OO8
Nomor 10); sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 20iO tentang
Perubahan atas Peraluran Daerah Kabupaten Donggata
Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembenlukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten
Oonggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun
2010 Nomor 6);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1i Tahun
2008 tenlang Pombentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah
dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten
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Donggala Tahun 2008 Nomo|l 1) sebagaimana telah
diubah dengan Poraturan Daerah Kabupaten Donggala
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Oonggala Nomor'll Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan.Daerah
dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2013 Nomor 3);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keria
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Oonggala (Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Oaerah Kabupalen
Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun
2013 Nomor 4):

36. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Donggala
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008
Nomor 13);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Oa€rah
Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 1);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Oaerah Kabupaten
Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun
2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun
2013 tentang perubahan atas peraturan Daerah
Kabupaten Donggala Nomor g Tahun 2010 tentano
pemb€ntukan Organisasi dan Tata Keria Lembaga Laii
Bagian dari perangkat Daerah Kabupaten Donggata
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013
Nomor 4);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Oonggala tahun 2014 Nomor 1):

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Oaerah,
sebagaimana telah diubah beb€rapa kali dengan peraturan
Menteri Dalam N€geri Nomor 21 Tahun 2011 tentano
Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

41. Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara penghitungan, penganggaran
dalam APBD, Pengajuan, penyaluran, dan Laporan
Perlanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Potitik.

42. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Banluan Sosial
!€ng b€rsumb€r dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Oaerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
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43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penwsunan Anggaran Pendapatan
Belania Daerah Tahun Anggaran 2015;

44. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

Dengan Persgtujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DOT{GGALA
dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUS$N:

.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TEIiITANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015. :

Pasal I

Oalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;
1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkal Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Oonggala.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebul Bupati
4. Satuan Keria Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkal daefah pada Pemednlah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah, yang selaniutnya disingkat APBD,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Oaerah yang disetujui oleh
Dewan Pen/vakilan Rakyat.

6. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari
penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan -
Daerah yang Sah.
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7. Belanja daerah adalah semua pengetuaran daerah yang dtgunakan unluk
membiayai belania pemerinlah Daerah dan transfer dari pemeintah pusat.

8. Belania Pemerintah Oaerah menurut fungsi adalah belanja pemerintah Oaerahyang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan,
fungsi ketertiban dan keamanan,_ fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsiperumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi piriwisata dan budaya,
fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindunga-n sosiat9. Belanja Pemerinlah Daerah menurut jenis adalah belanja pemerintah Daerah yang
digunakan untuk membiat€i belania pegawai, behnla barang, belanja moda[
subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belania lain_lain.

10. Belanja Pegawai adalah belanja pemerintah Daerah yang digunakan untuk
membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau Uarang yan! diberikan kepada
pegawai Pemerintah Daerah, dan peiabat Negara.

11. Belanja Barang adalah belanja pemerinlah Daerah yang digunakan untuk
membiayai pemebelian ba.ang dan jasa yang habis pakai unluk memproduksi
barang dan iasa, baik yang dipasa*an maupun yang tidak d,pasarkan, dan
Pengadaan barang yang dimaksud untuk dis€rahkan atau dijual kepada
masyarakat, serta belania perratanan.

12. Belanja Modal adalah betanja pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka
pemb€ntukan modal dalam b€ntuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

13. Subsidi adalah alokasi anggar:rn yang diberikan kepada sekolah yang bertujuan
unluk membantu siswa-siswa yang kurang mampu.

14. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah unluk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan des€nlralisasi yang terdiri atas dana
bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerinlah Pusat dan pgmerintah Da€rah.

15. Dana Bagi Hasil, yang selaniutnya disingkat DBH, adalah dana yang dialokasikan
kepada daorah berdasarkan angka p€rsentas€ lottentu unluk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka p€laksanaan desentralisasi, s€bagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan anatara
Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

16. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disingkat OAU, adalah dana fang diatokasikan
kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu unluk mendanai kebutuhan
daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam
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rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam UMang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, dihitung dari pendapatan Oalam
Negeri (PDN) neto.

17. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan unluk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan perioritas
nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

18. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam
rangka melaksanakan kebijakan lertantu Pemerinlah dan DPR sesuai peraturan
perundangan , yang terdiri atas Dana Tambahan Penghasilan Guru pegawai
Negeri Sipil Daerah (PNSD), danadana yang dialihkan dari kementerian
Pendidikan Nasional ke Transper ke Daerah, b€rupa Tunjangan Profesi Guru dan
Bantuan Op€rasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.

19. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang
digunakan terulama untuk tiaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar
sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan unluk mendanai
beberapa kegiatan lain sesuai untuk petuniuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.

20. Pembiayaan Oefisit Anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayan yang
diggunakan untuk menulup delisit anggaran daerah dalam APBD dan kebutuhan
pengeluaran pembiayaan.

21. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selaniutnya disingkat SILPA, adatah
selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi pembiayaan atas realisasi defisit
anggaran yang terjadi.

22. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Oaerah dari APBD atau
penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk diiadikan sebagai modal
BUMD dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Pa3al 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai
berikut :

1. Pendapatan Daerah
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3.

Belanja Daerah
Defisit
Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Pembiayaan Neuo
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :

b. Dana Alokasi Umum sejumlah
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
Lain-lain pendapatan Daerah yang sah
huruf c terdiri dari.lenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah
b. Dana Darurat seiumlah

Ro. 964j77.272.532.00
(Rp 31.825.629.336,00)

Rp. 33.825.629.336,00
Ro. 2.000.000.000.00
Rp"---l=gAE 02g3!0.0Q

0,00

Rp. 24.088.056.000.00
Rp. 2.590.000.000,00

Rp.

(1)

(2)

pasal 3

Pendapalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dan:
a. Pendapatan asti daerah sejumlah Rp. 55.372.269.731.00
b. Dana Perimbangan Sejumlah Rp. 725.973.g4g.750,00
c. Lainlain pendapatan daerah yang sah Sejumtah Rp. 151.000.524.715,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapalan :

a. Pajak Daerah sejumlah
b. Retribusi Daerah sejumlah\
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

sejumlah Ro. 1.273.397.903.00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

Rp. 27.419.815.828,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapaian :

a. Dana Bagi Hasil PaiaUBagi Hasil Bukan Paiak sejumlah
Rp. 30.964.647.750,00
Rp. 604.513.881.000,00
Rp. 90.495.320.000,00

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Rp. 4.494.152.901,00
Rp. 0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi sejumlah Rp. 22.036.687.050,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 124.469-684.704,00
e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintahan -

(4)

daerah lainnya sejumlah
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Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
b. Belanja Langsung sejumlah

Rp. 552.117.097-838,00
Rp. 412.060.174.694,00

(2\ Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah
b. Belanja Bunga sejumlah
c. Belanjasubsidisejumlah
d. Belanja Hibah sejumlah
e. Belanja banluan sosial sejumlah
f. Belanja bagi hasil sejumlah

Rp. 457.394.155.799,00

g. Belania bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerinlah

Rp.

Rp.
0,00
0,00

Desa dan Pariai Politik sejumlah
h. Belania tidak terduga sejumlah
i. Belanja Bantuan Keuangan se.iumlah

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam
pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

Rp. 5.668.950.000,00
Rp. 9.759.608.000,00
Rp. 2.400.9s3.400,00

Rp. 75.643.370.639,00
Rp. 1.250.000.000,00
Rp. 0,00

,r/

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah
b. Pengelua.an seiumlah

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam
pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 33.825.629.336,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
c. Hasil Pen ualan kekayaan daerah yang dipisahkan sojumlah

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
Rp.
Rp.

e. Penerimaan ksmbali pemb€rian dnjaman seiumlah
Rp.
Rp.

ayat (1) huruf b terdiri

Rp.

Rp. 33.825.629.336,00 \_
Rp. 2.000.000.000,00

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

00,00

00,00
00,00

00,00
00,00

dari jenis

00,00 ':

(3)
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-----eenyertaan modal (investasi) pemerintah daerah seiumlah

c. Pembayaran pokok utang sejumlah
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
e. Pembayaran Hutang kepada pihak Ketiga

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Pasal 6

Uraian lebih lanjul Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraluran Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD:
2. Lampiran ll Ringkasan APBO menurut Urusan

pemerintahan Daerah dan Organisasi SKpD;3. Lampiran lll Rincian ApBD menurut Urusan pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, pendapalan, Belanja dan
pembiayaan,

4. Lampiran lV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan pemerintahan Daerah.
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselafasan dan Keterpaduan Urusan pemerintahan Dasrah
dan Fungsi Dalam Kerangka pengelolaan Keuangan Nega€;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan;
Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam anggaran ini;

Lampiran Vlll Danar Dana Cadangan Daerah
Lampiran lX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Oaerah;

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

2.000.000.000,00

00,00
00,00
00,00

\""

8.
9.

Lampiran Vl
Lampiran Vll
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Pasal 8
-'/

Peraluran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala'

Ditetapkan di Donggala

Pada tanggal 30 Desember 2014
BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Oiundangkan di Donggala
pada tanggal 30 Des€mber 2014
bexnerAnts DAERAH KABUPATEN ooNGGALA,

Ttd

AIOIL NUR. SH.. M.Si
Pemblna Utama Madya
NtP. 1960051I 198603 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2014 NOMOR 7

Satinan sesuai dengan qghya :

KABUPATEN DONGGALA
DAN PERUNDANG.UNDANGAN,

NOREG 01
AHUN 2015
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